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TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa
2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. UU Nomor 22 Tahun 1999, desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah
Kabupaten.

Menurut UU No 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal ususl, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repoplik Indonesia.

Menurut Winardi (2010) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah
kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa
(memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam penegertian ini
terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa
hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat Desa dan bukan pihak luar.

Menurut Wastiono S (2009) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum
berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-
batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan
maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki
susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu
dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Desa atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat



yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Selain landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu
desa, ada hal lain ang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini,
yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponenkomponen pembentuk
desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponenkomponen tersebut adalah :

1. Wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah

kecamatan
2. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal
di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.

3. Pemerintahan, adalah suatu sistem tenang pemerintahan sendiri dalam
arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung
jawab kepada rakyat desa.

4. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri

2.2 Dana Desa
2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus
untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten (Menteri Keuangan, 2017).
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa-desa
diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan
kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan diguakan untuk mendanai keseluruhan
kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana
desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara

yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
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belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah menganggarkan dana desa secara
nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah
dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarkat desa, peningkatan kualitas hidup penanggulangan kemiskinan, dan
kesejahteraan masyarakat.

2.2.2 Sumber Dana Desa
Desa dalam fungsinya memiliki kewenngan untuk menjalankan
pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan
pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa, sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:
1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
Pendapatan ini terdiri atas jenis:
a. Hasil usaha: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
b. Hasil aset: Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa
tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
d. Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan
keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

2.2.3 Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana
desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan
memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan

adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa
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menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi
Dana Desa adalah:

1. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di
tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan
keadilan dan kearifan lokal.

4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam

rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.

7. Meningkatakan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes).
Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi

o o

dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam
pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim
penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi
desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi
masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan
kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi
ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di
desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

2.2.4 Prioritas Dana Desa

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan
kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan
(djpb.kemenkeu.go.id). Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang
pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan
pencapaian target RPJIMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa,
yang diantaranya dapat meliputi:
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a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa;
Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha
tani;

Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;

Pembangunan energi baru dan terbarukan;

Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;

g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal
guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan
wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi
masyarakat desa.

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan

=3
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dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana
Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan
seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan
secara admistratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan

secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

2.3  Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau
sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang
harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah
pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus
dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Dalam
Permendgari Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola
keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin
penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan
yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu
mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan
pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat
dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi

dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola
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dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan

keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme

pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan

sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Menurut (Rosita, 2018:4), keuangan desa dikelola berdasarkan asas

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran sebagai berikut:

1.

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya
tentang APBDesa.

Akuntabilitas  yaitu mempertanggungjawabkan  pengelolaan,
pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

Partisipatif yaitu pengelolaan keuangan desa harus memberikan ruang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap
proses pengelolaan keuangan desa.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu APBDesa harus dikelola secara tepat
waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi
yang dapat dipertanggungjawabkan serta berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku.

2.3.1 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana
Desa (Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih, 2015), yaitu:

1.

Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan,
diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip
dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-
undang.

Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur
serta terarah.

Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna
menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat
dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkokoh organisasi desa
dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang
diputuskan lewat musyawarah.

Dana Desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya
mengikuti mekanisme yang berlaku.
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Sementara itu menurut (Ultafiah, 2017) keuangan desa dikelola berdasarkan
asas ADD vyaitu:

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan
dana yang bersumber dari APBN.

2. Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang - Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang
Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang
31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan
anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus
dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku,

baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

2.4  Pengelola Dana Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang memegang jabatan selama 6
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa sebagai kepala pemerintah
desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewaliki
pemerintahan desa dalam kepemilikkan kekayaan desa yang dipisahkan karenanya,
kepala desa menurut (Rusyan, 2018:4) mempunyai kewenangan, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.

2. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.

3. Menetapkan bendahara desa.

4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur
perangkat desa, terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara yang
ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sekretaris desa bertindak selaku
koordinator pelaksanan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada
kepala desa. Sedangkan, bendahara desa mempunyai tugas menerima, menyimpan,

menyetor atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
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penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka

pelaksanaan APBDesa

2.5  Pemberdayaan Masyarakat
2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok
rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a)
memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti
bukan saja bebas mengemukaan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas
dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjaungkau sumber-sumber produktif
yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh
barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpastisipasi dalam
proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

(Muammil S dan Abdurrahman S, 2015:120) “Pemberdayaan adalah upaya
untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya
untuk mengembangkannya”.

Pendapat lain dari (Mardikanto dan Soebiato, 2017:61) menyatakan bahwa
“Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat,
terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok
yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan
kesejahteraannya secara mandiri.

Dalam hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai
fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat”. Dengan
demikian, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai
proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu
yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan
menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial
yang terdapat di desa yaitu masyarakat yang berdaya dan mempunyai pemikiran
yang tinggi terhadap perkembangan desa , memiliki kekuasaan atau mempunyai
pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang
bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri yang

tinggi, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
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berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya.

2.5.2 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi,
jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada
kekuatan tingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki
keterkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana pemberdayaan
masyarakat merupakan syarat utama yang akan membawa masyarakat menuju
kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis. Konsep
pemberdayaan masyarakat menurut (Mardikanto dan Soebiato, 2017:101) yaitu:

1. Penyuluh/fasilitator harus bekerjasama dengan masyarakat, dan
bukannya bekerja untuk masyarakat.kehadiran penyuluh bukan sebagai
penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana
dialogis dengan masyarakat dan mampu  menumbuhkan,
menggerakkan, serta memelihara pertisipasi masyarakat.

2. Pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus
mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat
agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya,
swadana, dan swaloka bagi terselenggranya kegiatan-kegiatan guna
tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat
sasarannya.

3. Pemberdayaan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada
terwujudnya Kkesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan
harkatnya sebagai manusia

Dengan demikian pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber
daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan

dan menentukan masa depan mereka.

2.5.3 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Dengan adanya konsep maka pemberdayaan memerlukan proses, dimana
pemberdayaan dilakukan dengan cara mendorong, membangun dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya.

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan

dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya dalam proses
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tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal berikut (Mardikanto dan
Soebiato, 2017:125):

1.

Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta

peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat

mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa

keadannya, baik potensi maupun permasalahannya

Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian,

meliputi:

a. Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah

b. ldenfifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik

c. Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah

d. Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian
pelaksanaanya

Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun

bersama dengan dukungan fasilitas dari pendamping selanjutnya

diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap

memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan

ini adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi

perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika

diperlukan

Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara

partisipatif. Hal ini dilakukan secara mendalam pada semua tahan

pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan sesuai dengan

tujuannya.

Dengan kata lain proses pemberdayaan dapat meliputi:

1.

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi manusia
berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia
memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, upaya ini
meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan
serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia
menjadi berdaya. Upaya utamanya adalah peningkatan taraf
pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber
kemajuan ekonomi.

Proses pemberdayaan harus mencegah yang lemah, oleh karena
kekurangan berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Perlu adanya
peraturan perundangan yang secara jelas melindungi yang lemah agar

tidak teganggu.
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2.5.4 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Pemberdayaan Masyarakat Untuk mengetahui fokus dan tujuan
pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator
keberdayaan yang dapat menunjukan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga
ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat
dikosentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang
dioptimalkan.

Menurut (Suharto, 2017:63), Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat
dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi,
kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan
politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu:
kekuasaan di dalam (powerwithin), kekuasaan untuk (powerto), kekuasaan atas
(powerover), dan kekuasaan dengan (powerwith). Dalam hal ini indikator
pemberdayaaan meliputi:

Kebebasan mobilitas

Kemampuan membeli komoditas kecil

Kemampuan membeli komoditas besar

Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga
Kebebasan relatif dari dominasi keluarga

Kesadaran hukum dan politik

Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes

Noohk~ownE

2.5.5 Manfaat Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana
lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini dilakukan
untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak
berkelanjutan. Menurut (Mardikanto dan Soebiato, 2017:62) “Penerima manfaat
progam pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok marginal dalam
masyarakat, termasuk wanita, namun demikian ini tidak berarti menafikan
pertisipasi pihak-pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan”.

Aspek penting dalam suatu progam pemberdayaan adalah: progam yang
disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat,
mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok
terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai
budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan

ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.
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2.5.6 Penerapan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penerapan pemberdayaan masyarakat, terdapat lima penerapan

pendekatan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2017-67) didalam pelaksanaan

proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan sebagai berikut:

1.

Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu
membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang
menghambat.

Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat
dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya.
Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap
kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang
kemandirian diri mereka

Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas
kelompok kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi
tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya
eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan
harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan
dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Penyokongan

Memberikan bimbinggan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan
harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam
keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agat tetap terjadi keseimbangan
distribusi kekuasaan antara pembagian kekuasaan dalam masyarakat.
Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan
yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.



